WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

1.

WALI KOTA CIREBON,

bahwa Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017;
bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman tata cara
pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara
terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
perlu diadakan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural
Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 66);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah

Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 22);



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita
Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kedua
Pasal 9

Persyaratan calon yang memimpin Sekretariat Daerah

meliputi :

a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling
rendah Sarjana atau Diploma IV;
memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

e. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang
menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural
eselon II.b);

f. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama
(setara jabatan struktural eselon II.b) selama 2 (dua)

tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua)



